BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan

Adapun simpulan yang dapat penulis kemukakan berdasarkan penjelasan bab-

bab terdahulu dari penulisan skripsi yang berjudul “ Peranan Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Padang Dua dalam Menerapkan Sanksi Perpajakan Bagi Wajib

Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Melakukan Penangguhan Pajak

diKota Padang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2018 adalah :

1. Peranan Kantor Pealayanan Pajak Pratama Padang Dua dalam menerapkan
sanksi perpajakan bagi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang
melakukan penangguhan pajak di Kota Padang adalah menurut merupakan
hal yang penting, sebagaimana dapat Kita lihat dari tahun pertahunnya
jumlah umkm yang melakukan penunggakan semakin hari semakin
meningkat. Pada Tahun 2016 jumlah umkm di Kota Padang yang
melakukan penunggakan itu sekitar 1.659 umkm dengan tunggakan pajak
sebesar 190.075.449 pertahunnya. Pada tahun 2017 jumlah umkm itu
meningkat menjadi 1.904 umkm dengan tunggakan 1.038.751.110
pertahunnya. Pada Tahun 2018 jumlah umkm yang melakukan tunggakan
itu semakin meningkat menjadi 2.293 umkm dengan tunggakan sebesar
2.459.123.005 pertahunya, sebab yang di tercantum di dalam Undang-
Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan. wajib pajak yang tidak membayar pajak akan di

kenakan sanksi perpajakan oleh aparatur perpajakan yang mana wajib pajak
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sendiri lebih banyak terkena sanksi administrasi berupa denda dengan pajak
sebesar 0.5% dengan hasil Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) . sebab
karena itu waktu wajib mendaftar di eksten akan di edukasi dan eksten
bertugas memberikan sebuah penyuluhan, mereka akan diberikan
penyuluhan selama dua tahun setalah dilakukan penyuluhan oleh eksten
mereka akan dipindahkan ke waskon setelah itu mereka akan berkonsultasi
atau komunikasi langsung ke Account Representative. Jika mereka
melanggar atau tidak mematuhi kewajiban yang diberikan, akan diberikan
surat peringatan,penyitaan atau pemblokiran ATM jika dari waskon jika
tidak direspon di alihkan kepada seksi penangihan,seksi penangihan menjadi
seksi paling akhir, karena seksi penagihan lah yang akan menegakan
peraturan perpajakan berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Fungsional yang akan
menerbitkan sanksi perpajakan bagi wajib UMKM vyang melakukan
tunggakan.
. Kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang
dua dalam menerapksan sanksi perpajakan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:
a. ldentitas dan alamat Wajib Pajak tidak valid sehingga menyulitkan
visit untuk mengirimkan Surat Tagihan Pajak ( STP) kepada Wajib
Pajak.
b. Kurang Pengetahuan Masyarakat Usaha Mikro Kecil dan Menegah

terhadap sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan kepada wajib
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pajak yang melakukan pelanggaran atau penipuan penjumlah neto
Perbulan dari hasil usaha.

c. Wajib Pajak kurang koperatif dalam mengapdet pemberitahuan dari
Kantor Pealayanan Pajak.

d. Kurang Konsisten data pajak penghasilan yang di laporkan wajib pajak
karena system pemungutan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 bersifat final atau kejujuran dari wajib pajak.

Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua

dalam menghadapi kendala dalam menerapkan sanksi perpajakan bagi

Wajib pajak UMKM adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan penyuluhan atau sosialisasi ke pada wajib pajak yang
dilakukan oleh aparatur perpajakan. Supaya Sosialisasi dapat dilakukan
untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat umum tentang sanksi
perpajakan dan pembayaran/pelaporan pajak penghasilan yang
didapatkan perbulannya oleh wajib pajak kepada Kantor Pelayanan
Pajak

b. Ketika wajib pajak tidak valid memberikan indentitas dan alamatnya,
maka akan di turunkan juru sita untuk turun tangan dan mencari dimana
wajib pajak itu tinggal. Apabila alamatnya sudah di temukan akan di
beri surat paksa oleh juru sita kepada wajib pajak.

c. Juru sita yang akan menerapkan surat himbauan, karena wajib pajak
masih banyak yang kurang menguptudet pemberitahuan dari kantor

Pelayanan Pajak mengenai pembayaran perpajakan.
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Surat Himbauan adalah merupakan bentuk tidak lanjut Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua terhadap pemenuhan hak dan
kewajiban pajak.hal ini sebagai konsenkwensi logis penerapan self-
assesment system dalam mekanise perpajakan.

Surat himbauan dapat pula diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Padang Dua tanpa berdasakan data SPT wajib pajak belum
pernah melaporkan SPT sama sekaligus adalah sebagai berikut

1. Kantor Pelayanan Pajak mendapatkan pasokan data ekternal seperti
media massa, internet,atau dari pihak ketiga (Pemda, instansi,
pemerintah lainnya, organisasi kemasyarakatan.

2. Kantor Pelayanan Pajak menindak lanjuti data internal yang
dimiliki seperti data pembayaran pajak (hasil rekonsiliasi oleh
bank persepsi/ kantor pos

. Wajib pajak harus konsisten dengan data pajak penghasilan yang
dilaporkan wajib pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2018. KPP Akan menurunkan Aparatur pajak yang akan
memeriksa kembali data wajib pajak dengan pemeriksaan lapangan dan
pemeriksaan di kantor.sehingga wajib pajak patuh untuk memenuhi
kewajibannya dalam membayar pajak dan melaporkan pajak

penghasilannya dengan baik dan benar.
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B. SARAN

Pada bagian terakhir ini penulis mengajukan beberapa saran dan harapan

bahwa saran ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait

dalam menetapkan suatu kebijakan, sehingga mencapai kemajuan juga yang

di harapkan. Adapun saran tersebut antara lain:

1. Agar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua semakin aktif untuk
mensosialisasikan kepada masyarakat supaya wajib pajak mengerti dan
paham dalam membayar pajak.

2. Agar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua menjelaskan lagi
kepada setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan pajak yang
berlaku, supaya wajib pajak segera memahami sanksi apa yang wajib
pajak ketahui, supaya wajib pajak tidak telat lagi untuk memenuhi
kewajibannya dalam membayar pajak.

3. Perlu ada kerja sama yang di lakukan oleh pegawai kantor pelayanan Pajak
Pratama Padang Dua dengan masyarakat untuk menimbulkan minat
masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah untuk

mendaftarkan usahanya untuk di kenakan pajak penghasilan PPh Pasal 22.
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